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Abstract. The purpose of this study is to examine the actions of creditors in taking legal 

action against a court decision ordering the return of a vehicle object to a debtor who is in 

default regarding fiduciary guarantees and wants to examine the legal concept so that 

creditors get their rights related to the Constitutional Court Decision Number: 18/PUU/-X-

VII/2019. The research method used is descriptive analytical with a normative juridical 

approach and data collection techniques by conducting library research. The conclusion of 

the creditor's action in taking legal action against the court's decision ordering the return 

of the motor vehicle object to the debtor who is in default regarding fiduciary guarantees 

can be done through a simple claim mechanism (Small Claim Court) to the District Court 

and legal concepts so that creditors get their rights related to the decision constitutional 

court number: 18/puu-xvii/2019, as a form of fulfillment of the issuance of the decision of 

the constitutional court with considerations in order to achieve dispute resolution quickly, 

simply, and cheaply while still providing legal force through the small claim court 

mechanism and requiring legal procedures in the execution of the object of the fiduciary 

guarantee by carrying out the execution based on a court decision which has permanent 

legal force. 

 

Keywords: Fiduciary, Default, Decision, and Lawsuit 

 

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tindakan kreditur dalam melakukan 

upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang memerintahkan dikembalikannya objek 

kendaraan kepada debitur yang melakukan wanprestasi berkenaan dengan jaminan fidusia 

dan ingin mengkaji konsep hukum agar kreditur mendapatkan haknya terkait adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU/-X-VII/2019. Metode penelitian yang digunakan 

bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan studi kepustakaan. Kesimpulan tindakan kreditur dalam melakukan 

upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang memerintahkan dikembalikannya objek 

kendaraan bermotor kepada debitur yang melakukan wanprestasi berkenaan dengan jaminan 

fidusia, dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana (Small Claim Court) ke 

Pengadilan Negeri dan konsep hukum agar kreditur mendapatkan haknya terkait adanya 

putusan mahkamah konstitusi nomor: 18/PUU-XVII/2019, sebagai bentuk pemenuhan atas 

dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi dengan pertimbangan demi tercapai 

penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan 

hukum melalui mekanisme small claim court dan mengharuskan menempuh mekanisme 

juga prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan 

pelaksanaan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

 

Kata Kunci: Fidusia, Wanprestasi, Putusan, dan Gugagatan 
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I. PENDAHULUAN 

Realita yang terjadi di masyarakat 

dengan maraknya kredit kendaraan 

bermotor melibatkan lembaga keuangan 

bermunculan dan memberikan kemudahan 

dalam jual-beli dengan metode kredit 

(mencicil) seperti leasing. Leasing yang 

bertindak sebagai kreditur yang belakangan 

ini mendapatkan sejumlah permasalahan 

dengan konsumen (Debitur), berkenaan 

dengan proses eksekusi terhadap jaminan 

yang sebelumnya sudah di dafdatarkan 

fidusia oleh kreditur sementara atas 

kelalaian debitur yang melakukan 

wanprestasi karena sesuatu hal yang 

berkenaan dengan penipuan atas objek 

jaminan tersebut harus dihadapkan dengan 

permasalahan Putusan Pengadilan yang 

memutus dikembalikannya objek tersebut 

kepada pemilik sehingga dirasakan 

menimbulkan banyak kerugian dan harus 

melaksanakan apa yang telah menjadi 

yurisprudensi Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

Konsep pemenuhuan hukum bagi 

kreditur yang menuntut keadilan sebagai 

lembaga keuangan/pembiyaan tentunya 

berharap memiliki suatu kepastian hukum 

dalam melakukan bisnis tanpa melanggar 

aturan yang ada, penyederhanaan dan juga 

perlindungan hukum baik untuk kreditur 

dan debitur demi terciptanya hubungan baik 

secara keperdataan antara keduanya. 

Prinsip Persamaan yang Adil atas 

Kesempatan (The Principle of Fair Equality 

of Opportunity) atau mengandung arti 

bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus 

diatur sedemikian rupa sehingga membuka 

jembatan dan kedudukan sosial bagi semua 

yang ada di bawah kondisi persamaan 

kesempatan. Orang-orang dengan 

keterampilan, kompetensi, dan motivasi, 

yang sama dapat menikmati kesempatan 

yang sama pula.1 

 
1 Ibid. 
2 Johannes Ibrahim, Buku Tentang Perikatan, 

Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm.12. 

Landasan Lahirnya Perjanjian Kredit 

Gr. Van der Burght mengemukakan bahwa 

selain Teori Kehendak sebagai Teori Klasik 

yang tetap dipertahankan, terdapat beberapa 

teori yang dipergunakan untuk timbulnya 

suatu kesepakatan, yaitu:2 

1. Ajaran Kehendak (Wilsleer), dimana 

ajaran ini mengutarakan bahwa faktor 

yang menentukan terbentuk tidaknya 

suatu persetujuan adalah suara batin 

yang ada dalam kehendak subjektif para 

calon kontraktan.  

2. Pandangan Normatif Van Dunne, dalam 

ajaran ini bahwa kehendak sedikitpun 

tidak memainkan peranan, apakah suatu 

persetujuan telah terbentuk pada 

hakikatnya tergantung pada suatu 

penafsiran normatif para pihak pada 

persetujuan ini tentang keadaan dan 

peristiwa yang dihadapi bersama.  

3. Ajaran Kepercayaan (Vettouwensleer), 

ajaran ini mengandalkan kepercayaan 

yang dibangkitkan oleh pihak lawan, 

bahwa ia sepakat dan oleh karena itu 

telah memenuhi persyaratan tanda 

persetujuannya bagi terbentuknya suatu 

persetujuan.   

Dalam konsep tersebut yang mendasari 

adalah KUHPerdata yang diatur dalam 

Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, 

Bagian Kesatu sampai dengan Bagian 

Keempat.  Pasal 1313 KUH Perdata 

memberikan rumusan tentang Perjanjian 

sebagai berikut  "Suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih". Kemudian Asas 

kebebasan berkontrak sebenarnya 

merupakan kelanjutan asas kesederajatan 

para pihak sebagai dasar hubungan 

keperdataan dan kemudian 

membedakannya dengan hubungan 

kepublikan yang bersifat atasan dan 

bawahan.3 Sekalipun asas ini dinyatakan 

sebagai asas yang penting dalam hukum 

3 M Faiz mufidi, Disertasi, Perjanjian Alih 

Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai 

Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi, hlm.24. 
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perdata, namun berlakunya asas ini bukan 

satu-satunya yang harus diperhatikan 

melainkan juga harus memperhatikan asas-

asas yang lain terutama jika dikaitkan 

dengan kedudukan para pihak dalam 

perjanjian seperti asas keseimbangan, asas 

moral dan asas kepatutan.4 

Berbicara mengenai masalah 

perkreditan ini tentu tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah hukum jaminan, karena di 

antara kedua masalah tersebut terkait erat 

satu dengan lainnya. Di satu pihak perlu 

dilakukan upaya memberikan berbagai 

kemudahan untuk mendorong 

pembangunan perekonomian masyarakat 

melalui fasilitas kredit perbankan, di pihak 

lain perlu diberikan jaminan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum yang 

seimbang dalam pemberian fasilitas kredit 

itu sendiri, baik kepada kreditur/pemegang 

hak tanggungan, debitur/pemberi hak 

tanggungan maupun kepada pihak ketiga.  

Penyelesaian masalah kredit macet, 

disebabkan beberapa faktor yang di 

antaranya bermula dari kurang 

diperhatikannya ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan hukum jaminan, 

khususnya dalam penggunaan BPKB 

sebagai jaminan kredit. BPKB bukan 

merupakan satu-satunya jaminan karena 

berkenan dengan benda bergerak yang 

sifatnya cenderung menyusut dikarenakan 

pemakaian dan kerusakan. 

Bedasarkan latar belakang masalah di 

atas, maka permasalahan    diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Apa tindakan kreditur dalam melakukan 

upaya hukum terhadap Putusan 

Pengadilan yang memerintahkan 

dikembalikannya objek kendaraan 

 
4 Mariam Darus Badruzlzaman, Kompilasi Hukum 

Perikatan, Citra Aditya Bhakti, hlm. 83-89. 
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian 

Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm. 98. 
6 Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, Dualisme 

Peneltian Hukum Normatif & Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 156. 
7 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian 

Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, 

bermotor kepada debitur yang 

melakukan wanprestasi berkenaan 

dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? 

2. Konsep hukum apa agar kreditur 

mendapatkan hak eksekutorial terkait 

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor: 18/PUU/X-VII/2019. 

 

II. METODE 

Metode penelitian  yang digunakan  

dalam penelitian Artikel ini adalah  yuridis  

normatif, yaitu suatu metode dalam 

penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan sumber utama data sekunder 

atau bahan pustaka.5 Data sekunder dalam 

penelitian hukum adalah data yang 

diperoleh dari hasil penelaahan 

kepustakaan atau penelaahan berbagai 

literature atau bahan pustaka yang berkaitan 

dengan masalah atau materi penelitian yang 

sering disebut bahan hukum.6  Bahan 

hukum terdiri atas:7 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-

bahan hukum yang mengikat,8 yang 

terdiri atas peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi atau keputusan 

pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian 

yang berupa studi kasus);9 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-

bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti  hasil penelitian, buku-

buku yang ditulis para ahli, artikel 

ilmiah, jurnal dan lain-lain;10 

3. Bahan hukum tersier,yaitu bahan 

hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder seperti kamus,  

hlm 113-114,  Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Cetakan Kelima, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 29 & 33. 
8 Soerjono Soekanto, op.cit., hlm 52. 
9 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, op.cit, hlm 

156. 
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, hlm 

29. 
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ensiklopedia, yang dalam penelitian ini 

diolah secara selektif.11 

Data   sekunder, yang  berupa  bahan  

hukum  primer,  bahan hukum  sekunder 

dan bahan hukum tertier tersebut diolah 

secara selektif sistematis dan tidak 

menggunakan statistik. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Menurut 

Fitzgerald  

Perlindungan hukum dengan alasan 

bahwa hukum melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan 

kekuasaanya kepadanya, untuk bertindak 

dalam rangka kepentinggannya, dan 

kepentingan itu merupakan sasaran hak. 

Fitzgerald menjelaskan : “That the law 

aims to integrate and coordinate various 

interests in society by limiting the variety of 

interests such as in a traffic interest on the 

other”12 (bahwa hukum bertujuan 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagi kepentingan dalam masyarakat 

dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan tersebut karena dalam suatu 

lalulintas kepentingan, perlindungan 

terhadap kepentingan tersebut hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi 

kepentingan di lain pihak).13 

Perlindungan hukum yang ditempuh 

melalui suatu legislasi memiliki asas hukum 

yang mendasarinya. Demikian pula 

perlindungan hukum yang ditempuh 

melalui upaya pembuatan dan pencantuman 

langkah-langkah melalui legislasi yang 

memiliki tujuan, ruang lingkup 

direncanakan melalui setrategi dan 

kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai 

dalam setiap legislasi yang utama diadakan 

dengan persamaan tujuan yaitu 

perlindungan hukum. 

Menurut Grotius, eksistensi hukum 

kodtrat dapat diketahui dengan 

menggunakan penalaran yang benar, dan 

derajat kesahihannya tidak bergantung pada 

 
11 Ibid, hlm 33. 
12 JP. Frtzgerald, salmond on Jurisprudenc e, sweet 

& Mazwell, London, 1966, hlm. 53. 

Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan 

landasan hukum positif atau hukum tertulis, 

dapat dirasionalkan dengan menggunakan 

aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang 

Abad 17, pandangan Grotius terus 

disempurnakan. Melalui teori ini hak-hak 

individu yang subyektif diterima dan 

diakui.14 

Prinsip-prinsip keadilan bersifat umum 

jika dapat mencakup semua persoalan 

keadilan sosial yang mungkin muncul. 

Universal dalam penerapan berarti 

tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi 

seluruh anggota masyarakat. Dapat 

diuniversalkan dalam artian harus menjadi 

prinsip yang univesalitas penerimaannya 

dapat dikembangkan seluruh warga 

masyarakat. Seandainya dapat 

dikembangkan dan membimbing tindakan 

warga masyarakat, prinsip-prinsip tersebut 

harus dapat diumumkan dan dimengerti 

setiap orang. Kemudian karena masalah 

keadilan muncul dimana individu-individu 

yang berlainan mengalami konflik atas 

keuntungan yang dihasilkan oleh kerjasama 

sosial, prinsip-prinsip keadilan harus 

bersifat memutuskan, dalam arti 

menyediakan cara-cara membereskan 

tuntutan-tuntutan yang paling bertentangan. 

Yang terakhir prinsip keadilan harus 

menjadi prinsip yang menyediakan 

penentuan hasil bagi perselisihan masalah 

keadilan.15 

Keberadaan hukum dalam masyarakat 

merupakan suatu sarana untuk menciptakan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat, 

sehingga dalam hubungan antar anggota 

masyarakat yang satu dengan yang lainnya 

dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak 

lain adalah perlindungan kepentingan 

manusia yang berbentuk norma atau 

kaedah. Hukum sebagai kumpulan 

peraturan atau kaedah mengandung isi yang 

bersifat umum dan normatif, umum karena 

berlaku bagi setiap orang, dan normatif 

karena menentukan apa yang boleh dan 

13 Ibid. 
14 J. A, Denny. Op. Cit, hlm.8. 
15 Damanhuri Fattah, Loc, Cit. hlm. 12. 
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tidak boleh dilakukan, serta menentukan 

bagaimana cara melaksanakan kepatuhan 

pada kaedah.16 

Prinsip-prinsip perlindungan hukum 

bagi rakyat Indonesia berlandas pada 

Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar 

falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang 

mendasari perlindungan hukum bagi rakyat 

berdasarkan Pancasila adalah:17 

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum 

bagi rakyat terhadap tindakan 

pemerintahan yang bersumber pada 

konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi 

manusia. Pengakuan akan harkat dan 

martabat manusia pada dasarnya 

terkandung dalam nilai-nilai Pancasila 

yang telah disepakati sebagai dasar 

negara. Dengan kata lain, Pancasila 

merupakan sumber pengakuan akan 

harkat dan martabat manusia. 

Pengakuan akan harkat dan martabat 

manusia berarti mengakui kehendak 

manusia untuk hidup bersama yang 

bertujuan yang diarahkan pada usaha 

untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

2. Prinsip Negara Hukum Prinsip kedua 

yang melandasi perlindungan hukum 

bagi rakyat terhadap tindakan 

pemerintahan adalah prinsip negara 

hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah 

Negara serta adanya asas keserasian 

hubungan antara pemerintah dan rakyat 

berdasarkan asas kerukunan tetap 

merupakan elemen pertama dan utama 

karena Pancasila, yang pada akhirnya 

mengarah pada usaha tercapainya 

keserasian dan keseimbangan dalam 

kehidupan. 

 

B. Perlindungan Hukum Lansung 

Perlindungan hukum secara langsung 

oleh perbankan terhadap kepentingan 

nasabah penyimpan dana dan jaminan 

 
16 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 39. 
17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi 

Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-

prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan 

adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada nasabah penyimpan dana dan 

jaminan secara langsung terhadap 

kemungkinan timbulnya risiko kerugian 

dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

bank. Mengenai perlindungan secara 

langsung dapat dikemukakan Hak Preferen 

yaitu suatu hak yang diberikan kepada 

seorang kreditur untuk didahulukan dari 

kreditur-kreditur yang lain.18 

Dalam sistem perbankan di Indonesia, 

nasabah penyimpan dana merupakan 

kreditur yang mempunyai hak preferen, 

dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang 

harus didahulukan dalam menerima 

pembayaran dari bank yang sedang 

mengalami kegagalan atau kesulitan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Menurut Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan menyatakan bahwa : 

“Dalam memberikan kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, 

bank wajib menempuh cara-cara yang tidak 

merugikan bank dan kepentingan nasabah 

yang mempercayakan dananya kepada 

bank”. Dari ketentuan Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan telah jelas memberikan 

perlindungan secara langsung kepada 

kepentingan nasabah penyimpan, karena 

Pasal 29 UndangUndang Nomor 10 Tahun 

1998 Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

adalah sebagai sarana preventif 

(pencegahan) terhadap risiko kerugian 

nasabah yang ditimbulkan oleh pelanggaran 

prinsip kehati-hatian oleh bank dalam 

kegiatan usahanya.  

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 29 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

Dalam Lingkungan Peradilan Umum. Surabaya: 

PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 19-20. 
18 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional 

Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, hlm. 146. 
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1998 Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

dalam rangka memberikan perlindungan 

kepada nasabah penyimpan dana telah pula 

ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan yang 

menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan 

nasabah, bank wajib menyediakan 

informasi mengenai kemungkinan 

terjadinya risiko kerugian sehubungan 

dengan transaksi nasabah yang dilakukan 

melalui bank” Penyediaan informasi 

mengenai kemungkinan timbulnya risiko 

kerugian nasabah dimaksudkan agar akses 

untuk memperoleh informasi perihal 

kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi 

lebih terbuka yang sekaligus menjamin 

adanya transparansi dalam dunia 

perbankan. Informasi tersebut dapat 

memuat keadaan bank, termasuk 

kecukupan modal dan kualitas aset. 

Berbicara mengenai masalah 

perkreditan ini tentu tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah hukum jaminan, karena di 

antara kedua masalah tersebut terkait erat 

satu dengan lainnya. Di satu pihak perlu 

dilakukan upaya memberikan berbagai 

kemudahan untuk mendorong 

pembangunan perekonomian masyarakat 

melalui fasilitas kredit perbankan, di pihak 

lain perlu diberikan jaminan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum yang 

seimbang dalam pemberian fasilitas kredit 

itu sendiri, baik kepada kreditur/pemegang 

hak tanggungan, debitur/pemberi hak 

tanggungan maupun kepada pihak ketiga.  

Pengalaman membuktikan bahwa 

cukup sulitnya penyelesaian masalah kredit 

macet, disebabkan beberapa faktor yang di 

antaranya bermula dari kurang 

diperhatikannya ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan hukum jaminan, 

 
19 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 

Yogyakarta, Ekonosia, 2002, hlm. 113. 
20 Sri Susilo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 

Jakarta, Salemba, 2001, hlm. 221. 

khususnya dalam penggunaan tanah 

sebagai jaminan kredit. 

 

C. Sewa Guna (Leasing) 

Sewa guna usaha (leasing) pada 

awalnya di kenal di Amerika Serikat pada 

tahun 1877. Kegiatan leasing dikenalkan 

pertama kali di Indonesia tahun 1974 

berasal dari kata lease yang berarti 

menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam 

istilah yang berkaitan dengan leasing adalah 

Ijarah (al ijarah) yang berasal dari kata al 

ajru yang berarti al-iwadhu (ganti).19 

Komar Andasasmita mendefinisikan 

bahwa leasing adalah menyangkut 

perjanjian-perjanjian yang dalam 

mengadakan kontrak bertitik pangkal dari 

hubungan tertentu diantara lamanya suatu 

kontrak dengan lamanya pemakaian 

(ekonomis) dari barang yang merupakan 

objek kontrak dan disepakati bahwa pihak 

yang satu (lessor) tanpa melepaskan hak 

miliknya menurut hukum berkewajiban 

menyerahkan hak nikmat dari barang itu 

kepada pihak lainnya (lessee) sedangkan 

lessee berkewajiban membayar ganti rugi 

yang memadai untuk menikmati barang 

tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya 

(juridichie eigendom).20 

Leasing adalah suatu perjanjian dimana 

Lessor menyediakan barang (asset) dengan 

hak penggunaan alih Lesse dengan imbalan 

pembayaran sewa untuk jangka waktu 

tertentu. Berdasar SK Menteri Keuangan 

No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 

November 1991, sewa guna usaha adalah 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan barang modal baik secara sewa 

guna usaha dengan menggunakan hak opsi 

(finance lease) maupun sewa guna usaha 

tanpa hak opsi (operating lease) untuk 

digunakan oleh lessee selama jangka waktu 

tertentu berdasarkan pembayaran secara 

berkala.21 

21 Frianto Pandia, Lembaga Keuangan, Jakarta, 

Rineka Cipta, 2005, hlm. 110-111. 
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Menyangkut pengertian leasing dapat 

dikemukakan definisi yang dapat dijadikan 

sebagai landasan dalam membicarakan 

leasing dan jenis usaha yang berkaitan 

dengannya. Leasing adalah perusahaan 

yang memberikan jasa dalam bentuk 

penyewaan. Penyewaan barang-barang 

modal atau alat-alat produksi dalam jangka 

waktu menengah atau jangka panjang 

dimana pihak penyewa (lessee) harus 

membayar uang secara berkala terdiri dari 

nilai penyusutan suatu objek leasing 

ditambah bunga, biaya-biaya lain serta 

profit yang diharapkan lessor. 

Dari definisi diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sewa guna usaha 

merupakan suatu kontrak atau persetujuan 

antara lessor dan lessee, objek-objek sewa 

guna usaha adalah barang modal, dan pihak 

lessee memiliki hak opsi dengan harga 

berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

 

D. Unsur-Unsur Kredit 

Intisari dari kredit adalah unsur 

kepercayaan. Unsur lainnya adalah 

mempunyai pertimbangan tolong 

menolong. Selain itu, dilihat dari pihak 

kreditur, unsur penting adalam kegiatan 

kredit sekarang ini adalah untuk mengambil 

keuntungan dari modal dengan mengambil 

kontraprestasi; sedangkan dipandang dari 

segi debitur, adalah adanya bantuan dari 

kreditur untuk menutupi kebutuhan yang 

berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi 

dengan kontraprestasi tersebut ada suatu 

masa yang memisahkannya. Kondisi ini 

mengakibatkan adanya resiko yang berupa 

ketidaktentuan, sehingga oleh karenanya 

diperlukan suatu jaminan dalam pemberian 

kredit tersebut:22 

1. Kepercayaan. Di sini berarti bahwa si 

pemberi kredit yakin bahwa prestasi 

 
22 Eugenia Liliawati Muljono, Tinjauan Yuridis 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan dalam Kaitannya Dengan 

Pemberian Kredit Oleh Perbankan, Jakarta: 

Harvaindo, 2003, hlm. 8. 

yang diberikannya baik dalam bentuk 

uang, barang atau jasa akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka 

waktu tertentu di masa akan datang; 

2. Tenggang waktu, yaitu waktu yang 

memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan 

diterima pada masa yang akan datang. 

Dalam unsur waktu ini terkandung 

pengertian nilai agio dari uang, yaitu 

uang yang ada sekarang lebih tinggi 

nilainya dari uang yang akan diterima 

pada masa yang akan dating. 

3. Degree of risk, yaitu resiko yang akan 

dihadapi sebagai akibat dari adanya 

jangka waktu yang memisahkan antara 

pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan di terima di 

kemudian hari. Semakin panjang jangka 

waktu kredit diberikan maka semakin 

tinggi pula tingkat resikonya, sehingga 

terdapat unsur ketidaktentuan yang 

tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang 

menyebabkan timbulnya unsur resiko. 

Karena adanya unsur resiko ini maka 

dibutuhkan jaminan dalam pemberian; 

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja 

diberikan alam bentuk uang, tetapi juga 

dapat berbentuk barang atau jasa. 

Namun karena kehidupan ekonomi 

modern sekarang ini didasarkan pada 

uang maka transaksi kredit yang 

menyangkut uanglah yang sering kita 

jumpai dalam praktek perkreditan. 

 

E. Jenis-Jenis Kredit 

Menurut Kasmir, menyatakan bahwa 

jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai 

segi antara lain:23 

1. Dilihat dari segi kegunaan  

a. Kredit investasi Kredit investasi 

merupakan kredit jangka panjang 

yang biasanya digunakan untuk 

keperluan perluasan usaha atau 

23 Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, 

Edisi Keenam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 109. 
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membangun proyek/pabrik baru 

atau untuk keperluan rehabilitasi; 

b. Kredit modal kerja Kredit modal 

kerja merupakan kredit yang 

digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya. 

c. Kredit Konsumtif yaitu, kredit yang 

digunakan untuk dikonsumsi secara 

pribadi. Dalam kredit ini tidak ada 

pertambahan barang dan jasa yang 

dihasilkan, karena memang untuk 

digunakan seseorang atau badan 

usaha. Tujuan penggunaan kredit 

komsumtif secara garis besar dapat 

dibedakan atas penerima kredit atau 

penggunaan kredit komsumtif 

tersebut, yaitu Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR), Kredit Pemilikan 

Kendaraan Bermotor, Kredit kepada 

Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ 

Pensiunan/Pegawai Swasta dan 

Kredit kepada Anggota DPRD. 

2. Kredit Perdagangan  

Kredit Perdagangan merupakan kredit 

yang diberikan kepada pedagang dan 

digunakan untuk membiayai aktivitas 

perdagangan diantaranya: 

a. Kredit produktif, kredit produktif 

adalah kredit yang digunakan untuk 

peningkatan usaha atau produksi 

atau investasi. Kredit ini diberikan 

untuk menghasilkan barang dan 

jasa;  

b. Kredit konsumtif, Kredit konsumtif 

adalah kredit yang digunakan untuk 

dikonsumsi secara pribadi. Dalam 

kredit ini tidak ada pertambahan 

barang dan jasa yang dihasilkan, 

karena memang untuk digunakan 

seseorang atau badan usaha. Tujuan 

penggunaan kredit komsumtif 

secara garis besar dapat dibedakan 

atas penerima kredit atau 

penggunaan kredit komsumtif 

tersebut, yaitu Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR), Kredit Pemilikan 

Kendaraan Bermotor, Kredit kepada 

Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ 

Pensiunan/Pegawai Swasta dan 

Kredit kepada Anggota DPRD; 

c. Kredit perdagangan Merupakan 

kredit yang diberikan kepada 

pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas 

perdagangannya; 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek Merupakan 

kredit yang memiliki jangka waktu 

kurang dari 1 tahun atau paling lama 

1 tahun dan biasanya digunakan 

untuk keperluan modal kerja; 

b. Kredit jangka menengah Jangka 

waktu kreditnya berkisar antara 1 

tahun sampai dengan 3 tahun dan 

biasanya kredit ini digunakan untuk 

melakukan investasi; 

c. Kredit jangka panjang Merupakan 

kredit yang masa pengembaliannya 

paling panjang. Kredit jangka 

panjang waktu pengembaliannya 

diatas 3 tahun atau 5 tahun.  

4. Dilihat dari segi jaminan  

a. Kredit dengan jaminan Merupakan 

kredit yang diberikan dengan suatu 

jaminan. Jaminan tersebut dapat 

berbentuk barang berwujud atau 

tidak berwujud atau jaminan orang; 

b. Kredit tanpa jaminan 70 Merupakan 

kredit yang diberikan tanpa jaminan 

barang atau orang tertentu.  

5. Dilihat dari sektor usaha  

a. Kredit pertanian Merupakan kredit 

yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian. Sektor 

usaha pertanian dapat berupa jangka 

pendek atau jangka panjang; 

b. Kredit peternakan Merupakan kredit 

yang diberikan untuk sektor 

peternakan baika jangka pendek 

maupun jangka panjang; 

c. Kredit industri Merupakan kredit 

yang diberikan untuk membiayai 

industri, baik industri kecil, industri 

menengah atau industri besar; 

d. Kredit pertambangan Merupakan 

kredit yang diberikan kepada usaha 

tambang. Jenis usaha tambang yang 
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dibiayainya biasanya dalam jangka 

panjang; 

e. Kredit pendidikan Merupakan 

kredit yang diberikan untuk 

membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau dapat pula berupa 

kredit untuk para mahasiswa. 

6. Kredit profesi, merupakan kredit yang 

diberikan kepada kalangan 

professional; 

7. Kredit perumahan, Kredit untuk 

membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan dan biasanya 

berjangka waktu panjang; 

Berdasar uraian di atas, dapat 

dikemukakan perbedaan dari perjanjian 

kredit, perjanjian hutang piutang, dan 

pinjam meminjam adalah sebagai berikut: 

Perjanjian kredit berakar dari perjanjian 

pinjam meminjam, tetapi perjanjian kredit 

berbeda dengan perjanjian pinjam 

meminjam dalam KUHPER. Perbedaan 

antara perjanjian pinjam meminjam dengan 

perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, 

antara lain: 

1. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan 

tujuan tersebut biasanya telah 

dituangkan dalam konsep perjanjian 

kredit yang bersangkutan, sehingga 

sering dikatakan perjanjian konseptual, 

sedangkan dalam perjanjian pinjam 

meminjam tidak ada ketentuan tersebut 

dan debitur dapat menggunakan 

uangnya secara bebas; 

2. Dalam perjanjian kredit sudah 

ditentukan bahwa pemberi kredit adalah 

bank atau lembaga pembiayaan dan 

tidak dimungkinkan diberikan oleh 

individu. Sedangkan dalam perjanjian 

pinjam meminjam pemberian pinjaman 

dapat dilakukan oleh individu;  

3. Pengaturan yang berlaku bagi 

perjanjian kredit berbeda dengan 

perjanjian pinjam meminjam. Bagi 

perjanjian pinjam meminjam berlaku 

ketentuan umum dari buku III dan Bab 

XIII buku III KUHPerdata. Sedangkan 

 
24 Yahya Harahap. M, Segi - segi Hukum Perjanjian, 

Cet. II, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6. 

bagi perjanjian kredit akan berlaku 

ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, ketentuan bidang ekonomi, 

ketentuan umum KUHPerdata 

khususnya buku III, UU Perbankan, 

Paket Kebijaksanaan Pemerintah Dalam 

Bidang Ekonomi terutama bidang 

Perbankan, Surat Edaran Bank 

Indonesia (SEBI) dan peraturan terkait 

lainnya;  

4. Pada perjanjian kredit telah ditentukan 

bahwa pengembalian uang pinjaman itu 

harus disertai dengan bunga, imbalan 

atau pembagian hasil. Sedangkan dalam 

perjanjian pinjam meminjam hanya 

berupa bunga saja dan bunga inipun 

baru ada apabila diperjanjikan;  

5. Pada perjanjian kredit bank harus 

mempunyai keyakinan akan 

kemampuan debitur untuk melunasi 

kredit diformulasikan dalam bentuk 

jaminan baik materiil maupun 

immateriil. Sedangkan dalam perjanjian 

pinjam meminjam, jaminan merupakan 

pengamanan bagi kepastian pelunasan 

hutang dan inipun baru ada bila 

diperjanjikan.  

Menurut Yahya Harahap perjanjian 

adalah suatu hubungan hukum 

kekayaan/harta benda antara dua orang atau 

lebih yang memberikan kekuatan hak pada 

suatu pihak untuk menunaikan prestasi.24  

Dari pengertian ini unsur perjanjian harus 

adanya hubungan hukum menyangkut 

hukum kekayaan antara dua orang atau 

lebih yang memberikan hak pada suatu 

pihak yang meletakan kewajiban dipihak 

lain. Dengan demikian perjanjian ini biasa 

disebut perjanjian sepihak disamping 

perjanjian sepihak juga dikenal dengan 

perjanjian timbal balik dalam perjanjian ini 

masing-masing pihak sama-sama 

mempunyai hak dan kewajiban secara 

timbal balik. Dalam mengadakan perjanjian 

tertentu kata sepakat saja belum cukup 

melainkan harus ada suatu bentuk atau 
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perbuatan tertentu yang dikehendaki secara 

nyata, maka perjanjian tersebut dikatakan 

pula perjanjian riil.  

Dalam perjanjian utang piutang di 

bawah tangan pernyataan sepakat berarti 

belum cukup, maka harus disertai dengan 

suatu perbuatan nyata yaitu penyerahan 

sejumlah uang dari pihak kreditur kepada 

debitur. Uang merupakan obyek dari 

perjanjian utang piutang. Begitu uang 

diserahkan berarti sejak saat itu perjanjian 

tersebut lahir dan mengikat kedua belah 

pihak. Pihakpihak yang melakukan 

perjanjian tersebut menginginkan 

perjanjian yang mereka buat mengikat 

secara sah. "Mengikat secara sah artinya 

perjanjian itu menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi yang diakui oleh hukum".25 

 

F. Cidera Janji 

Implikasi yuridis putusan Mahkamah 

Konstitusi bahwa dalam pelaksanaan 

eksekusi jaminan fidusia, pemaknaan cidera 

janji harus disepakati kedua belah pihak. 

Cidera janji tidak boleh ditafsirkan secara 

sepihak oleh kreditur. Cidera janji harus 

dilihat apakah ada keberatan di antara kedua 

belah pihak, karena selama ini cidera janji 

ditentukan sepihak oleh kreditur. Jika masih 

ada keberatan pada debitur, maka harus 

mengikuti prosedur hukum yang berlaku 

yaitu melakukan gugatan ke pengadilan. 

Hal tersebut memberikan perlindungan 

hukum kepada debitur, agar kreditur tidak 

bertindak sewenang-wenang dalam 

melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. 

Dalam ketentuan Pasal 1238 

KUHPerdata (BW) mengatur bahwa "Si 

berutang adalah lalai, apabila ia dengan 

surat perintah atau dengan sebuah akta 

sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi 

perikatannya sendiri, ialah jika ini 

menetapkan, bahwa si berutang harus 

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 

 
25 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Cet. 

II, Bandung: Alumni, 1986, (Selanjutnya Disebut 

Abdul Kadir Muhammad I), hlm. 94. 
26 Frans Wempie Supit Pangemanan, Implementasi 

Pasal 1238 Kuh Perdata Terhadap Penentuan 

ditentukan. "Untuk mengetahui sejak kapan 

debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu 

diperhatikan apakah dalam perkataan itu 

ditentukan tenggang waktu pelaksanaan 

pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal 

tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan 

prestasi "tidak ditentukan", perlu 

memperingatkan debitur (somatie) supaya 

ia memenuhi prestasi. Debitur perlu diberi 

peringatan tertulis, yang isinya menyatakan 

bahwa debitur wajib memenuhi prestasi 

dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam 

waktu itu debitur tidak memenuhinya, 

debitur dinyatakan telah lalai atau 

wanprestasi. Tetapi dalam hal telah 

ditentukan tenggang waktunya, debitur 

dianggap lalai dengan lewatnya tenggang 

waktu yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian atau keadaan lalai itu terjadi 

dengan sendirinya.26 

Pasal 1243 KUH Perdata mengatur 

bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu 

perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si 

berutang telah diberi peringatan bahwa ia 

melalaikan kewajibannya namun kemudian 

ia tetap melalaikannya. Peringatan ini 

dilakukan secara tertulis yang dikenal 

dengan somasi. Jika kita mencermati apa 

yang disebutkan dalam pasal 1238 KUH 

Perdata, maka dalam pasal tersebut 

menjelaskan ada dua bentuk keadaan yang 

membawa akibat lalai dari suatu perjanjian. 

Pertama perjanjian yang tidak menentukan 

adanya batas atau tenggang waktu 

pelunasan sehingga perlu adanya 

peringatan tertulis sebagai peringatan untuk 

menyatakan debitur cidera janji, sehingga 

jika peringatan tersebut tidak diindahkan 

maka si berhutang telah berada dalam 

keadaan cidera janji (wanprestasi). Kedua 

perjanjian yang ada menentukan atau 

mencantumkan tenggang waktu atau batas 

waktu pelunasan, sehingga dengan tidak 

dilunasinya hutang sebagaimana batas 

Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian 

Kredit, Jurnal, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 

4/Apr/2019. hlm 121. 
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waktu yang ditentukan dalam perjanjian, 

maka terhadap ia si berhutang dengan 

sendirinya telah berada dalam keadaan 

cidera janji (wanprestasi). Sehingga untuk 

dapat melakukan tuntutan terhadap debitur 

yang cidera janji (wanprestasi) 

sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1243 

KUH Perdata, tentunya harus terlebih 

dahulu pihak Kreditur melakukan somasi 

atau peringatan untuk sampai pada 

pernyataan debitur cidera janji.27 

Kelalaian debitur dalam memenuhi 

kewajibannya tersebut sangat merugikan 

pihak leassing sebagai krediturnya. 

Keadaan debitur tidak dapat melunasi 

kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan 

dapat disebut kredit macet. Penyebab 

terjadinya kredit macet adalah karena 

debitur telah gagal untuk membayar 

utangnya atau menghadapi masalah dalam 

memenuhi kewajiban yang telah ditentukan 

atau sudah tidak sanggup membayar 

sebagian atau keseluruhan kewajibannya 

kepada kreditur seperti yang telah 

diperjanjikan. Dengan kata lain debitur 

telah melakukan Wanprestasi, yaitu tidak 

dilaksanakan prestasi atau kewajiban 

sebagaimana mestinya yang dibebankan 

oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu 

seperti yang dimaksudkan dalam kontrak 

yang bersangkutan.28 Dengan kata lain hal 

tersebut menunjukkan pihak bank tidak 

dibebankan kewajiban untuk mengetahui 

penyebab sehingga debitur cidera janji.  

Penentuan debitur cidera janji dalam 

perjanjian kredit  oleh pihak kreditur, 

seringkali pihak Kreditur mengabaikan atau 

tidak mempedulikan adanya debitur yang 

beritikat baik. Sehingga tanpa 

mendengarkan atau mempedulikan apa 

yang menjadi alasan pihak Debitur 

sehingga tidak melakukan pembayaran 

hutang, pihak kreditur tanpa melalui proses 

atau tahapan sebagaimana yang 

diisyaratkan dalam pasal 1238 KUH 

Perdata, langsung menyatakan Debitur 

cidera Janji, selanjutnya melakukan 

 
27 Ibid. 
28 Ibid. 

pengelolaan terhadap objek jaminan 

melalui penjualan lelang. Sebagai contoh 

ada debitur yang menunggak setelah 

diperingatkan kreditur, debitur langsung 

melakukan pembayaran sesuai 

kemampuannya saat itu, namun meskipun 

telah melakukan pembayaran sebatas 

kemampuan debitur, objek hak tanggungan 

tetap saja dilakukan eksekusi lelang oleh 

kreditur tanpa mempedulikan itikat baiknya 

debitur atau debitur beritikat baik.29 

Cidera janji sebagai dasar eksekusi 

obyek jaminan fidusia yang terdapat dalam 

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi 

menafsirkan yaitu Pertama, adanya cidera 

janji tidak ditentukan secara sepihak oleh 

kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan 

antara kreditur dengan debitur atau atas 

dasar upaya hukum yang menentukan 

terjadinya cidera janji. Kedua, terhadap 

objek jaminan fidusia yang tidak ada 

kesepakatan tentang cidera janji dan debitur 

menolak menyerahkan, maka segala 

mekanisme dan prosedur hukum dalam 

pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan 

berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Artinya, kreditur tidak boleh 

melakukan eksekusi sendiri, melainkan 

harus mengajukan permohonan 

pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan 

Negeri. 

 

G. Pertimbangan Hakim 

Sejak hukum membuat tradisi untuk 

dituliskan, maka pembacaan terhadap teks 

hukum menjadi masalah yang penting, 

sejak pembacaan teks menjadi penting, 

maka penafsiran terhadap teks hukum tidak 

dapat dihindarkan. Bahkan tidak berlebihan 

apabila dikatakan penafsiran hukum 

menjadi jantungnya hukum. Kemudaian 

lahirlah metode-metode penafsiran hukum. 

Setiap metode memiliki dasar pijakan 

29 Munir Puadi, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, 

RajaGrafindo Persada, 2014. hlm. 53. 
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rasionalitas dan pembenaran masing-

masing.30 

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur 

yang selalu berkaitan dan haruslah 

diperhatikan, karena satu sama lainnya 

harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan, hal ini 

sebagaimana yang pernah dicetuskan 

Gustav Radbruch.31 Letak strategis putusan 

hakim untuk menjadi penegak hukum yang 

merdeka sebagaimana amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 tanpa diintimidasi kekuasaan 

apapun, yang kemudian dijabarkan dan 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

di mana dalam Pasal 1 menyatakan 

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan 

Negara yang merdeka untuk 

menyelenggaraakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia”. 

Kemudian dalam Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan 

“Pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak ada atau kurang jelas, 

melainkan wajib memeriksa dan 

mengadilinya”, lalu dari bunyi Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, sangat jelas 

bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu 

perkara apakah karena tidak ada hukumnya 

ataupun karena hukumnya yang kurang 

jelas, karena oleh Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan 

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 

 
30 Poespoprojo, Hermeneutika, Bandung, CV 

Pustaka Setia Bandung,2004.hlm.10. 
31 Ibid. 
32 Edi Rosadi, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, 

Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016 

Seorang hakim dalam menjalankan 

fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai 

terompetnya undang-undang, yang 

menganggap pasal-pasal hukum sebagai 

satu-satunya sumber hukum, namun lebih 

jauh hakim juga haruslah berani bertindak 

sebagai penemu hukum sebagaimana 

diamanatkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang kemudian dijabarkan oleh Undang-

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim 

diharuskan memiliki kemampuan untuk 

mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam 

masyarakat untuk kemudian 

pertimbangannya tersebut dituangkan 

dalam bentuk putusan-putusannya yang 

dapat dijadikan acuan yang berupa 

Yurisprudensi. 

Muara dari sebuah proses peradilan 

adalah putusan. Putusan merupakan sebuah 

karya penelitian yang dibuat oleh Hakim 

dengan menggali fakta-fakta persidangan 

guna memunculkan sebuah fakta hukum 

yang dapat ditarik simpulan guna 

mendapatkan pemecahan jawaban atas 

permasalahan/perkara yang dihadapkan 

kepadanya. 

Pengetahuan hukum yang harus 

dikuasai hakim sesungguhnya harus 

haruslah multidisplin, yang melintasi 

hukum acara, hukum materiil, ilmu hukum, 

filsafat hukum, sosiologi hukum, psikologi 

hukum, ilmu komunikasi, hukum adat, 

metodologi hukum dan lain-lain.32 

Prinsip Persamaan yang Adil atas 

Kesempatan (The Principle of Fair Equality 

of Opportunity) atau mengandung arti 

bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus 

diatur sedemikian rupa sehingga membuka 

jembatan dan kedudukan sosial bagi semua 

yang ada di bawah kondisi persamaan 

kesempatan. Orang-orang dengan 

ketrampilan, kompetensi, dan motivasi, 

https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article

/viewFile/1850/1622, diakses 07-03-2021, pkl 

22:01. 
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yang sama dapat menikmati kesempatan 

yang sama pula.33 

Pemikiran pokok tentang hukum 

menurut John Austin dituangkan terutama 

dalam karyanya berjudul, The Province of 

Jurisprudence Determined. Karya tersebut 

paling lengkap dan penting mengenai usaha 

untuk menerapkan sistem positivisme 

analisis dalam negara-negara modern, 

menurut Austin filsafat hukum memiliki 

dua tugas penting, kegagalan membedakan 

keduanya akan menimbulkan kekaburan 

baik intelektual maupun moral, kedua 

dimensi dari hukum yakni, analisis dan 

yurisprudensi normative. 

Putusan hakim yang menggambarkan 

benturan antara aspek keadilan dengan 

kepastian hukum, tentunya seorang hakim 

akan lebih memilih aspek keadilan sehingga 

akhirnya hakim akan menyimpangi aspek 

kepastian hukum dalam hal ini hukum 

tertulis (hukum positif), guna hal tersebut 

hakim haruslah memantapkan dirinya 

menjadi profesionalisme dalam 

mewujudkan putusan yang berkualitas, 

dengan menghasilkan putusan-putusan 

yang eksekutable yang berisikan integritas 

tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang 

utama, berintikan rasa keadilan dan 

kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya 

yang berlaku dalam masyarakat, dapat 

diterima akal sehat (ethos,pathos, filosofis, 

sosiologis, serta logos). Jadi Putusan hakim 

yang baik adalah putusan hakim yang 

mampu memberikan keadilan sebagaimana 

pada asas dasar sebuah putusan yakni 

"Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa". putusan 

hakim yang berkekuatan hukum tetap yang 

menerobos hukum positif. 

Jadi jika melihat pertimbangan yang 

diberikan oleh hakim dalam perkara ini 

menitik beratkan putusannya kepada teori 

keadilan yang di kemukakan oleh John 

Rawls dimana keadilan adalah sebuah 

keseimbangan/fairness. Selain itu dari 

 
33 Ibid. 

pertimbangan yang diberikan hakim juga 

menitik beratkan pertimbangannya kepada 

keadilan dengan parameter kepatutan dan 

kemanusiaan yang senada dengan Teori 

keadilannya Amartya Sen (The Idea of 

Justice) dimana keadilan tersebut harus di 

nalar dengan nalar publik.  

Sudikno mertokusumo memberikan 2 

(dua) kategori, sebagai yurisprudensi tetap, 

yakni:34 

1. Bahwa dalam putusan hakim ditemukan 

adanya kaidah hukum yang dapat 

dianggap sebagai landmark decision 

karena putusan tersebut mengandung 

kaidah hukum yang diterima 

masyarakat luas sebagai teroboosan 

yang nyata atas suatu konflik hukum 

yang sudah berlangsung lama.  

2. Kaidah hukum atau ketentuan dalam 

suatu putusan kemudian diikuti secara 

konstan dan tetap oleh para hakim 

lainnya dalam putusannya dan dapat 

dianggap menjadi bagian dari 

keyakinan hukum yang umum. 

Sebagai hakim yang melakukan 

penemuan hukum dalam putusannya, harus 

menguasai metode yang dapat 

dipergunakan, yaitu melalui penerapan 

hukum penafsiran dan konstruksi hukum, 

penafsiran atau interpretasi adalah usaha 

memberi makna suatu atau sejumlah kaidah 

hukum agar dapat diterapkan secara wajar 

dalam memecahkan suatu persoalan 

hukum. 

Mengikuti sistematika J.A. Pontier yang 

dikutip dari Bagir Manan, didapatkan 

bermacam-macam metode penafsiran-

penafsiran berdasarkan tata bahasa atau 

ilmu bahasa, penafsiran sistematik, 

penafsiran berdasarkan sejarah perundang-

undangan yang bersangkutan, penafsiran 

berdasarkan sejarah hukum, penafsiran 

teleologis, penafsiran antisipasif dan 

penafsiran dinamika evolutif. yang kedua 

adalah konstruksi hukum yang artinya 

adalah di dalam suatu perkara di 

34 H.P.Panggabean. 2014. Penerapan Teori Hukum 

Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung, PT. 

Alumni Bandung. hlm. 235. 
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Pengadilan, sekalipun hakim dapat 

menafsirkan, namun tidak ada ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku yang 

dapat diterapkan, juga tidak ada ketentuan 

dalam hukum kebiasaan dan hukum adat 

yang dapat diterapkan, maka keadaan ini 

mulai menyangkut kepada keadaan 

kekosongan hukum dalam sistem formil 

hukum.35 

 

H. Konsep Putusan Pengadilan Teori 

Keadilan Amartya Sen The Idea of 

Justice  

Putusan hakim yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan telah menjadi 

yurisprudensi tetap yang mengandung 

sebuah terobosan hukum terhadap aturan 

hukum positif yang bersifat formalistik. 

Teori keadilannya Amartya Sen (The Idea 

of Justice) yang menyatakan keadilan harus 

melibatkan penalaran publik.36 

Konsep yang mendasar terhadap hukum 

yang analitik adalah yang memuat 

ketentuan perintah, sanksi dan kedaulatan. 

Pertama, perintah menghendaki orang lain 

untuk melakukan kehendaknya. Kedua, 

pihak yang diperintah akan mengalami 

penderitaan (sanksi) bagi yang tidak 

melaksanakannya. Ketiga, perintah tersebut 

adalah pembedaan kewajiban antara yang 

diperintah dengan yang memerintah. 

Keempat, perintah tersebut hanya akan 

terlakasana jika pihak yang memerintah itu 

adalah pihak yang berdaulat.37 

Pada akhirnya, pokok-pokok pikiran 

dari analytical jurisprudence dapat 

disimpulkan sebagai berikut:38 

1. Tidak mendasarkan pada penilaian baik 

dan buruk, karena penilaian tersebut 

berada diluar bidang hukum; 

2. Memisahkan antara moral dan hukum; 

3. Pandangannya bertolak belakang dari 

mazhab sejarah dan mazhab hukum 

alam; 

 
35 Anton F. Susanto, Ilmu Hukum Non sistematik 

(Pondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum 

Indonesia, Cet ke 1) Yogyakarta, Genta 

Oblishing,2020.hlm.37. 

4. Hakikat dari hukum adalah perintah dari 

kekuasaan yang berdaulat; 

5. Kedaulatan berada diluar hukum, baik 

didalam politik dan sosiologis 

masyarakat yang tidak perlu 

dipersoalkan karena merupakan sebuah 

kenyataan; 

6. Ajaran Austin kurang/tidak 

memberikan ruang bagi hukum yang 

hidup dalam masyarakat. 

Konsep pemenuhuan hukum bagi 

kreditur yang menuntut keadilan sebagai 

lembaga keuangan/pembiyaan tentunya 

berharap memiliki suatu kepastian hukum 

dalam melakukan bisnis tanpa melanggar 

aturan yang ada, penyederhanaan dan juga 

perlindungan hukum baik untuk kreditur 

dan debitur demi terciptanya hubungan baik 

secara keperdataan antara keduanya. 

Prinsip Persamaan yang Adil atas 

Kesempatan (The Principle of Fair Equality 

of Opportunity) atau mengandung arti 

bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus 

diatur sedemikian rupa sehingga membuka 

jembatan dan kedudukan sosial bagi semua 

yang ada di bawah kondisi persamaan 

kesempatan. Orang-orang dengan 

keterampilan, kompetensi, dan motivasi, 

yang sama dapat menikmati kesempatan 

yang sama pula.39 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 

mempertimbangkan asas kepastian hukum 

dan keadilan yang menjadi syarat 

fundamental berlakunya sebuah norma dari 

Undang-Undang, dalam konteks Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, sebagai bentuk 

perlindungan hukum terhadap para pihak 

yang menjadi subjek hukum dan objek 

benda yang menjadi jaminan dalam 

perjanjian Jaminan Fidusia tersebut.  

Mengenai permasalahan 

konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

36 Anton F. Susanto, Loc. Cit. hlm. 13. 
37 Lili Rasjidi, Loc.Cit. hlm. 14. 
38 Ibid. 
39 Sri Redjeki Hartono, Op.Cit. hlm.24. 
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Jaminan Fidusia Mahkamah Konstitusi 

berpendapat bahwa aspek konstitusionalitas 

yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat 

(2) tidak mencerminkan adanya pemberian 

perlindungan hukum yang seimbang antara 

pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian 

fidusia dan juga objek yang menjadi 

Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum 

dalam bentuk kepastian hukum maupun 

keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang 

terdapat dalam pasal a quo, yaitu "titel 

eksekutorial  maupun "dipersamakannya 

dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap", 

berimplikasi dapat langsung 

dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah 

sama dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap oleh 

penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu 

meminta bantuan pengadilan untuk 

pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut 

menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang 

bersifat eksklusif yang diberikan kepada 

kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi 

pengabaian hak debitur yang seharusnya 

juga mendapat perlindungan hukum yang 

sama, yaitu hak untuk 

mengajukan/mendapat kesempatan 

pembelaan diri atas adanya dugaan telah 

cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan 

mendapatkan hasil penjualan objek jaminan 

fidusia dengan harga yang wajar.40 

Pengertian dan asas dari pada eksekusi 

itu sendiri haruslah dilihat dari segi 

fungsinya untuk memakai eksekusi secara 

umum, dan kapan tindakan eksekusi 

merupakan suatu keharusan, sebagaimana 

dikemukakan oleh M. Yahya Harahap 

bahwa eksekusi merupakan tindakan 

hukum yang dilakukan oleh pengadilan 

kepada pihak yang kalah dalam suatu 

perkara, merupakan aturan dan tata cara 

lanjutan proses pemeriksaan perkara. Oleh 

karena itu, eksekusi tiada lain dari pada 

 
40 vide Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hlm. 

117-118. 
41 Agung Pitra Maulana dn Muhamad Azhar, 

Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah 

tindakan yang berkesinambungan dari 

keseluruhan proses hukum acara perdata. 

Penerima Fidusia (Kreditur) dilarang 

mengambil paksa objek fidusia dari tangan 

Pemberi Fidusia (Debitur). Apabila hal 

tersebut dilakukan demikian oleh Penerima 

Fidusia (Kreditur) maka menurut hukum, 

Penerima Fidusia dapat dianggap telah 

melakukan "perbuatan main hakim sendiri" 

(eigenrichting) yang dilarang oleh Undang-

undang. Hal tersebut sebagaimana menurut 

Sudikno Mertokusumo bahwa: "Hukum 

Acara Perdata mempunyai pengertian 

"peraturan hukum yang mengatur 

bagaimana caranya menjamin ditaatinya 

hukum perdata materiil dengan perantara 

hakim. Tuntutan dalam hal ini tidak lain 

adalah tindakan yang bertujuan 

memperoleh perlindungan hukum yang 

diberikan oleh pengadilan untuk mencegah 

eigenrichting atau tindakan menghakimi 

sendiri. Tindakan menghakimi sendiri 

merupakan tindakan untuk melaksanakan 

hak menurut kehendaknya sendiri yang 

bersifat sewenang-wenang, tanpa 

persetujuan dari pihak lain yang 

berkepentingan, sehingga akan 

menimbulkan kerugian. Oleh karena itu 

tindakan menghakimi sendiri itu tidak 

dibenarkan dalam hal kita hendak 

memperjuangkan atau melaksanakan hak 

kita.41 

Eksekusi merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata 

tertib beracara yang terkandung dalam HIR 

atau RBg. Bagi setiap orang yang ingin 

mengetahui pedoman aturan eksekusi, 

harus merujuk dalam aturan perundang-

undangan yang diatur dalam HIR atau RBg. 

Dalam melakukan esksekusi jaminan 

fidusia pihak kreditur juga diwajibkan 

terlebih dahulu mengajukan permohonan 

pengamanan kepada Polri. Sejalan dengan 

pemenuhan tujuan perlindungan hukum 

eksekusi obyek jaminan fidusia yaitu 

Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan 

Implikasinya, Semarang, Universitas Dipenogoro, 

hlm.678-679. 
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keadilan dan kepastian hukum, pemberian 

bantuan eksekusi obyek jaminan Fidusia 

telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan 

Eksekusi Jaminan Fidusia bertujuan:  

1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi 

jaminan Fidusia secara aman, tertib, 

lancar, dan dapat 

dipertanggungjawabkan; dan  

2. Terlindunginya keselamatan dan 

keamanan Penerima Jaminan Fidusia, 

Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau 

masyarakat dari perbuatan yang dapat 

menimbulkan kerugian harta benda 

dan/atau keselamatan jiwa. 

Peningkatan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat mengenai hukum 

termasuk kesadaran untuk menuntut dan 

mempertahankan hak-haknya di hadapan 

sidang pengadilan semakin meningkat, 

sehingga cara prosedur dan mekanisme 

yang ada terkesan tidak efesien dan tidak 

lagi logis. Namun demikian, kenyataan 

yang sebaliknya juga memperlihatkan 

bahwa masyarakat juga makin memahami 

bahwa pelayanan hukum yang efisien, 

cepat, sederhana, dan biaya ringan (murah) 

dari sistem peradilan dapat mempengaruhi 

keberhasilan dari kegagalan dalam 

memperjuangkan keadilan bagi dirinya.  

Peraturan perundang-undangan, serta 

keteladanan dari aparatur pelaksana hukum 

dan jajarannya dalam mematuhi dan 

menaati hukum serta penegakan supremasi 

hukum menjadi penting dalam menciptakan 

keadilan yang berkualitas, dengan begitu, 

diharapkan hukum bisa berfungsi dalam 

penyelesaian persoalan yang ada di 

masyarakat. 

Pengadilan bukan hanya harus 

independen dan berintegritas, namun harus 

mampu memberikan layanan berkeadilan 

kepada semua lapisan masyarakat. Untuk 

itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, 

harus dirancang sedemikian rupa agar 

mampu melayani kepentingan masyarakat 

 
42 Huda, Choirul, Karya Ilmiah “Penerapan Small 

Claim Court dalam Prespektif Hukum Pidana di 

Indonesia, BPHN 2013. hlm. 25. 

yang ditandai dengan proses berbiaya 

rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian 

perkara yang cepat.  

Sengketa yang ada dalam masyarakat 

memerlukan penyelesaian secara cepat dan 

sederhana sehingga biaya perkara relatif 

lebih sedikit dengan hasil penyelesaian 

dapat diterima oleh kedua pihak yang 

bersengketa tanpa menimbulkan masalah 

baru atau memperpanjang sengketa. 

Berbagai cara dapat dilakukan untuk 

menyelesaikan sengketa baik melalui 

pengadilan (litigasi) maupun melalui proses 

di luar pengadilan (non 

litigasi/perdamaian), namun untuk 

penyelesaian sengketa lebih disukai melalui 

cara non litigasi meskipun seingkali tidak 

dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, 

sehingga cara non litigasi bukan juga 

merupakan pilihan penyelesaian sengketa 

yang tepat guna. Demikian pula halnya 

dengan penyelesaian sengketa melalui 

Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif 

dan efisien karena akan mengganggu atau 

menghambat kegiatan bisnis. Hal ini 

disebabkan proses berperkara ke 

pengadilan harus menempuh prosedur 

beracara yang sudah ditetapkan dan tidak 

boleh disimpangi, sehingga memerlukan 

waktu yang lama, tidak melindungi 

kerahasiaan, serta hasilnya ada pihak yang 

kalah dan yang menang, sehingga akan 

memperpanjang persengketaan karena 

dimungkinkannya melanjutkan perkara ke 

pengadilan tingkat yang lebih tinggi (upaya 

hukum); meskipun terdapat asas peradilan 

yang cepat, sederhana dan biaya murah.42 

Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 Ayat 

(4) dan Pasal 4 Ayat (2) mensyaratkan 

adanya asas penting dalam Hukum Acara 

Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya 

ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara dilakukan dengan 

cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah 
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biaya perkara yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat, namun demikian asas 

sederhana, cepat dan biaya ringan dalam 

pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

tidak mengesampingkan ketelitian dan 

kecermatan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.  

Prinsip Penyelesaian Perkara dalam 

Tenggang Waktu yang Pantas. Untuk itu, 

pengadilan terutama di tingkat pertama, 

harus dirancang sedemikian rupa agar 

mampu melayani kepentingan masyarakat 

yang ditandai dengan proses berbiaya 

rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian 

perkara yang cepat. PERMA Nomor 4 

Tahun 2019 tentan Perubahan Atas 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 

disebutkan Penyelesaian Gugatan 

Sederhana diartikan sebagai tata cara 

pemeriksaan di persidangan terhadap 

gugatan perdata dengan nilai gugatan 

materiil paling banyak Rp.500 juta yang 

diselesaikan dengan tata cara dan 

pembuktiannya sederhana. Jangka waktu 

penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 

hari selain itu, dua jenis perkara yang tidak 

bisa diselesaikan dalam Small Claim Court 

yakni perkara yang penyelesaian 

sengketanya dilakukan melalui pengadilan 

khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. 

Sistem ini mengenal dismissal process, 

dimana dalam sidang pendahuluan hakim 

berwenang menilai dan menentukan apakah 

perkara tersebut masuk kriteria gugatan 

sederhana dan apabila hakim berpendapat 

perkara bukanlah gugatan sederhana, maka 

dikeluarkan penetapan perkara tidak 

berlanjut.43 

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, 

salah satu faktor penghambat dalam 

penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia 

adalah:  

 
43 Nevey VaridaAriani,  Gugatan Sederhana Dalam 

Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim 

Lawsuit in Indonesian Justice System), Jakarta, 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 

Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian 

1. Penyelesaian sengketa pada pengadilan 

tingkat pertama yang tidak efisien;  

2. Jangka waktu penyelesaian yang lama;  

3. Biaya perkara yang tinggi; 

4. Serta biaya pengacara yang tinggi. 

Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2Ayat 

(4) disebutkan bahwa “peradilan dilakukan 

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. 

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa 

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan 

adalah asas peradilan yang paling mendasar 

dari pelaksanaan dan pelayanan 

administrasi peradilan yang mengarah pada 

prinsip dan asas efektif dan efisien.  

Sederhana adalah pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara dilakukan dengan 

cara efesien dan efektif. Asas sederhana 

dalam pratiknya hanya dimaknai sebatas 

masalah administratif belaka tanpa adanya 

pemahaman bahwa asas sederhana harus 

menjadi jiwa dan semangat motivasi 

penegak hukum yang dilaksanakan secara 

menyeluruh pada setiap tingkatan dan 

institusi. Cepat, harus dimaknai sebagai 

upaya strategis untuk menjadikan sistem 

peradilan sebagai institusi yang dapat 

menjamin terwujudnya atau tercapainya 

keadilan dalam penegakan hukum secara 

cepat oleh pencari keadilan.44 Bukan hanya 

asal cepat terselesaikan saja yang 

diterapkan tapi pertimbangan yuridis, 

ketelitian, kecermatan, maupun 

pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa 

keadilan masyarakat juga diperhatikan. 

Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat 

dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi 

terhadap kinerja dan tingkat produktifitas 

institusi peradilan. Biaya ringan adalah 

biaya perkara yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman).  

Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dalam 

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-

396, diakses 02-02-2021, pkl 23:11 wib. 
44 Sidik, Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan 

Pidana, UMM Press, Malang,2005. hlm.48. 
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Biaya ringan juga mengandung makna 

bahwa mencari keadilan melalui lembaga 

peradilan tidak sekedar orang yang 

mempunyai harapan akan jaminan keadilan 

di dalamnya tetapi harus ada jaminan 

bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak 

dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang 

mandiri serta bebas dari nila-nilai lain yang 

merusak nilai keadilan itu sendiri.45 

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 

dalam pemeriksaan dan menyelesaian 

perkara di pengadilan tidak 

mengesampingkan ketelitian dan 

kecermatan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan. 

Sebagai negara hukum yang 

mempunyai jenjang hukum, harus 

mementingkan hierarki perundan-

gundangan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan terutama konstitusi 

sebagai hukum tertinggi. Dalam 

pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia harus berpedoman 

beberapa hal sebagai berikut:46 

1. Ideologi bangsa yaitu Cita Hukum 

Indonesia yang tidak lain melainkan 

Pancasila.  

2. Norma Fundamental Negara juga tidak 

lain melainkan Pancasila. 

3. Asas-asas negara berdasar atas hukum 

dan asas-asas pemerintahan berdasar 

konstitusi.  

Selain ketiga pedoman yang telah 

tersebut, ada beberapa prinsip-prinsip yang 

digunakan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang meliputi, dasar 

peraturan perundang-undangan selalu 

menggunakan peraturan perundang-

undangan sebagai acuan pembentukan 

peraturan perundang-undangan, hanya 

peraturan perundang-undangan tertentu saja 

yang dapat dijadikan landasan yuridis bagi 

pembentukan peraturan perundang-

undangan, peraturan perundang-undangan 

yang masih berlaku hanya dapat dihapus, 

dicabut atau diubah oleh peraturan 

perundang-undangan yang sederajat atau 

 
45 Ibid. 
46 Ibid. 

peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, dan peraturan perundang-undangan 

yang baru mengesampingkan perundang-

undangan lama atau Lex posterior derogat 

legi priori. diantaranya sebagai berikut:47 

1. Asas pembentukan peraturan 

Perundang-undangan yang baik, 

meliputi: Asas kejelasan tujuan, asas ini 

mengartikan bahwa setiap 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus mempunyai tujuan 

yang jelas yang hendak dicapai;  

2. Asas kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat, asas ini 

mengartikan bahwa setiap jenis 

Peraturan Perundang-undangan harus 

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 

Pembentuk Peraturan Perundang-

undangan yang berwenang, Peraturan 

Perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum 

apabila dibuat oleh lembaga negara atau 

pejabat yang tidak berwenang;  

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, 

dan materi muatan, asas ini mengartikan 

bahwa dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang 

tepat sesuai dengan jenis dan hierarki 

Peraturan Perundang-undangan; 

4. Asas dapat dilaksanakan, asas ini 

mengartikan bahwa setiap 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus memperhitungkan 

efektivitas Peraturan Perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, 

baik secara filosofis, sosiologis, 

maupun yuridis;  

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, 

asas ini mengartikan bahwa setiap 

Peraturan Perundang-undangan dibuat 

karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara;  

6. Asas kejelasan rumusan, asas ini 

mengartikan bahwa setiap Peraturan 

47 Ibid. 
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Perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan, 

sistematika, pilihan kata atau istilah, 

serta bahasa hukum yang jelas dan 

mudah di mengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaannya;  

7. Asas keterbukaan, asas ini mengartikan 

bahwa dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan 

terbuka. Oleh sebab itu, seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undang.  

  

IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan tindakan kreditur dalam 

melakukan upaya hukum terhadap putusan 

pengadilan yang memerintahkan 

dikembalikannya objek kendaraan 

bermotor kepada debitur yang melakukan 

wanprestasi berkenaan dengan jaminan 

fidusia, dapat dilakukan melalui mekanisme 

gugatan sederhana (Small Claim Court) ke 

Pengadilan Negeri dan konsep hukum agar 

kreditur mendapatkan haknya terkait 

adanya putusan mahkamah konstitusi 

nomor: 18/PUU-XVII/2019, sebagai 

bentuk pemenuhan atas dikeluarkannya 

putusan mahkamah konstitusi dengan 

pertimbangan demi tercapai penyelesaian 

sengketa secara cepat, sederhana dan 

murah, tetapi tetap memberikan kekuatan 

hukum melalui mekanisme small claim 

court dan mengharuskan menempuh 

mekanisme juga prosedur hukum dalam 

pelaksanaan eksekusi objek Jaminan 

Fidusia dengan pelaksanaan eksekusi 

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 
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